
WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 25 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2019  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan untuk 

menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam pasal 11, 

pasal 19, pasal 29 dan pasal 31 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka 

Menanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) 

Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional, maka beberapa ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Walikota 

Blitar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian melalui 

perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan; 

  b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 

81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Berat (Berita 

Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33); 

22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 34); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 

Dan Dana Otonomi Khusus; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1.9/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 

2020 Dalam Rangka Menanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional; 

31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 5, Noreg 

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 392-5/2019); 

34. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 

2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 

tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 

81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 20) 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota 

Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 

81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah:   

 a. Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp.     108.219.851.702,00  

 b. Dana Perimbangan  Rp.    528.833.273.000,00  

 c. Lain-lain 

Pendapatan yang 

sah 

Rp.    121.995.234.700,00  

   Rp.    759.048.359.402,00 

2. Belanja Daerah :   

 a. Belanja Tidak 

Langsung 

  

 1) Belanja 

Pegawai 

 

Rp.  313.835.585.472,00  
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 2) Belanja Hibah Rp.    41.257.960.875,00  

 3) Belanja 

Bantuan Sosial 

Rp.    15.976.600.000,00  

 4) Belanja Tidak 

Terduga  

Rp.    31.741.300.000,00  

      Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.   402.811.446.347,00 

 b.  Belanja Langsung   

 1) Belanja 

Pegawai 

Rp.    13.513.768.239,00  

 2) Belanja Barang 

dan Jasa  

Rp.  365.491.315.783,00  

 3) Belanja Modal Rp.    81.931.414.857,00  

      Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.   460.936.498.879,00 

 Jumlah Belanja Daerah   Rp.    863.747.945.226,00 

 Surplus / (Defisit) setelah perubahan (Rp.   104.699.585.824,00)                     

3. Pembiayaan Daerah :   

 a. Penerimaan Rp.     104.699.585.824,00  

 b. Pengeluaran Rp.                             0,00  

 Sisa lebih Pembiayaan  

Anggaran tahun berkenaan  

 

Rp.                           0,00 

 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diubah sebagaimana 

Lampiran I  Peraturan Walikota ini. 

2. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diubah sebagaimana 

Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

3. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diubah 

sebagaimana Lampiran III Peraturan Walikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

Ditetapkan di : Blitar 
Pada Tanggal : 21 April 2020 

 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

 

ttd 

SANTOSO 

 
Di undangkan di Blitar 

Pada Tanggal 21 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

 

Ttd. 

Rudy Wijonarko 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 25 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

 
ttd. 

 

AHMAD TOBRONI, SH 
Pembina Tk I 

NIP. 19670909199803 1 008 


